REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 19/PUU-XIX/2021

Tentang

Syarat Mengundurkan Diri Sebagai Aparatur Sipil Negara Untuk Mendaftar
Menjadi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Provinsi/Kabupaten dan/atau Kota

Pemohon : Siti Warsilah.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011
bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan  penarikan  kembali  permohonan
Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 19/PUU-XIX/2021
mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mencatat perihal penarikan kembali permohonan
Nomor 19/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi
Perkara  Konstitusi  Elektronik  (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada
Pemohon.
Tanggal Ketetapan . Selasa, 29 Juni 2021
Ikhtisar Ketetapan

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menurut Pemohon pasal a quo
tentang syarat pencalonannya memberlakukan norma yang diskriminatif dengan jabatan
tertentu tidak proposional dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga menghilangkan
kesempatan untuk berkontribusi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang “luber dan Jurdil”.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 11 Mei 2021
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Mei 2021 dan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Juni 2021
dengan Nomor 19/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.



Terhadap perkara tersebut sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah Konstitusi telah
melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel
pada tanggal 15 Juni 2021. Pada Sidang Pendahuluan dimaksud, ketika menyampaikan
pokok-pokok permohonan, ternyata pokok-pokok permohonan yang disampaikan Pemohon
berbeda antara yang tertulis dalam permohonan Pemohon dengan yang disampaikan secara
lisan dalam persidangan. Perbedaan dimaksud tidak hanya menyangkut uraian, tetapi juga
menyangkut undang-undang dan pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menjadi kehilangan relevansi untuk
memberikan nasihat karena permohonan yang disampaikan Pemohon berbeda antara yang
tertulis dalam permohonan Pemohon dengan yang disampaikan secara lisan dalam
persidangan. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan dimaksud, Mahkamah
menasihatkan Pemohon untuk mempertimbangkan kelanjutan permohonan a quo;

Bahwa oleh karena Pemohon menyadari perbedaan materi dimaksud sehingga
Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan a quo. Kemudian pernyataan dalam
persidangan tersebut diikuti dengan penegasan tertulis seperti tertuang dalam surat Pemohon
bertanggal 17 Juni 2021 perihal Pencabutan Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945, yang diterima
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2021,

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon
dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi
dilakukan” dan terhadap penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat
diajukan kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 23 Juni 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan
atau penarikan kembali permohonan Nomor 19/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut
hukum dan memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)
dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 19/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan Nomor 19/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.



